
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

a. bahwa pengelolaan air bersih bagi keperluan masyarakat
selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tabalong yang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, dan
dalam rangka mewujudkan prinsip tala kelola perusahaan
yang baik, maka perlu mengubah bentuk badan hukum
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong
menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
MilikDaerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANBENTUKBADANHUKUMPERUSAHAANDAERAHAIRMINUM
KABUPATENTABALONG

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG
NOMOR 05 TAHUN2021

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4756);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6385);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
1990 tentang Penyertaan ModalDaerah Tingkat IITabalong
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor4 Tahun 1991 seri DNomorSeri 2);
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Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Tabalong.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
Kabupaten Tabalong adalah Lembaga perwakilan rakyat yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANBENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
TABALONG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG

dan

BUPATITABALONG

Dengan Persetujuan Bersama

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 04);
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(1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Tabalong sebagai BUMDKabupaten Tabalong
berubah bentuk menjadiPerseroda.

Pasal2

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

9. Perusahaan PerseroanDaerahyang selanjutnya disingkat Perseroda adalah
BUMDyang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu)Daerah.

10."Perseroan", adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
PerseroanTerbatas serta peraturan pelaksanaannya.

11.AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal
dari AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah untuk dijadikanpenyertaan
modalDaerah pada BUMD.

13.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan
Perusahaan sebagai salah satu Langkah strategis untuk memperbaiki
kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja danIatau
meningkatkannilai Perusahaan.

14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang
mengarahkan dan mengendaIikan perusahaan agar menghasilkan
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan
hubungan antar pemangkukepentingan.

15. Rapat Umum PemegangSaham yang selanjutnya disingkat RUPSadalah
organ Perserodayang memegangkekuasaan tertinggidalam Perseroda dan
memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Komisaris.

16. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan
dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan
pengurusan perusahaan perseroanDaerah.

17.Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggungjawabatas pengurusan
Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili
Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

18.Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tabalong Bersinar yang
selanjutnya disebut PT. Air Minum TabalongBersinar (Perseroda)adalah
Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Tabalongyang bergerakdi bidangusaha air rninum.
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Kegiatanusaha PT.Air MinumTabalongBersinar (Perseroda)meliputi:
a. bidang penyediaan air minum;

Pasal6

Tujuan Pendirian PT.AirMinumTabalongBersinar (Perseroda)adalah:
a. memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih dan sehat

bagi masyarakat secara merata serta untuk kebutuhan industri dan
lainnya dalam upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat;

b. menyelenggarakan penyediaan barang danIatau jasa yang berkaitan
dengan air yang bermutu dan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;

c. untuk mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola Perseroan yang
baik; dan

d. memperoleh laba dengan tetap mempertimbangkan kepentingan
masyarakat.

Pasal5

Maksud pendirian PT.AirMinumTabalongBersinar (Perseroda)adalah untuk
mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memberikan kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan
asli Daerah.

Pasal4

BABN
MAKSUD,TUJUANDANKEGIATANUSAHA

(1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)bemama PT.Air
MinumTabalongBersinar (Perseroda).

(2) PT.Air MinumTabalongBersinar (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada
ayat (I}berkedudukan eli Kabupaten Tabalong.

BAB III
NAMA DANTEMPATKEDUDUKAN

Pasa13

(2) Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang
berkaitan dengan operasionalPerseroda.
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(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. BUMDlainnya; danj atau
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber
dari :

a. Pemerintah Daerah;

b. BUMOlainnya; danj atau

c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat bersumber dari :

a. APBD;darr/atau

b. konversi dari pinjaman.

(1) Sumber modal terdiri atas :

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;
c. hibah; dan

d. sumber modallainnya.

Pasal8

BABVl
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Jangka waktu pendirian PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah
tidak terbatas.

Pasal 7

BABV
JANGKA WAKTUBERDIRI

b. penyediaan barang danjatau jasa yang berkaitan dengan air untuk
keperluan minum yang sehat sesuai dengan standar kesehatan serta
sesuai kebutuhan masyarakat; dan

c. usaha lainnya yang dianggap menguntungkan Perseroan.
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(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perseroda
dilakukan untuk:

Pasa112

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda ditujukan
untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

(2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan
daerah.

(3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai perseroan terbatas.

Pasal 11

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang danfatau barang milik
Daerah.

(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai niiai rillpada saat barang milik Daerah
dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan
melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
a. pendirian Perseroda;
b. penambahan modal Perseroda; dan
c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Pasal 10

Bagian Kedua
Penyertaan ModalDaerah

Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas
pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda.

Pasa19

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi :
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
c. agio saham.
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(1) Perseroda dapat me1akukan pmjarnan dari Lembaga keuangan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya dari
dalam negeriuntuk pengembanganusaha dan investasi.

(2) Dalam hal pmjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha
Perserodadapat dijadikanjaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)kepada PemerintahDaerah, tidak dipersyaratkanjaminan.

Pasal 15

BagianKelima
Pinjaman

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenaipengelolaankeuangan Daerah.

Pasal 14

BagianKeempat
Perubahan PenyertaanModalDaerah

(1) Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang
tidak menyebabkan kepemilikan saham Daerah dibawah 51% (lima puluh
satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.

(2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus
memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran
dasar.

(3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat terjadi karen a divestasi danj atau dilusi.

(4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi danjatau dilusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)pada Perseroda diprioritaskan untuk
diambil alih olehDaerah lain dan/ atau BUMDlainnya.

Pasal 13

Bagian Ketiga
Pengurangan Modal Daerah

a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perseroda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan
analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis
Perseroda.
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Perubahan Modalsebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 berupa penambahan
modal daerah atau pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan

Pasal 19

(1) Modal Dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar
Rp1.180.000.000.000,OO (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Milyar
Rupiah).

(2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong
dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada saat pendirian
Perseroan ini adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki oleh
Perusahaan Daerah Air MinumKabupatenTabalongterdiri dari :
a. ModalPemerintah Kabupaten Tabalongsebesar Rp235.972.940.139,OO

(Dua Ratus TigaPuluh LimaMilyarSembilanRatus Tujuh Puluh Dua
Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan
Rupiah).

b. Modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp9.500.000.000,OO(Sembilan
MilyarLimaRatus Juta Rupiah).

(3) ModalDasar Perseroda sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dapat diubah
setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18

Bagian Kedelapan

Modal Dasar

(I) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan,
keuntungan revaluasi aset dan agio saham diputuskan oleh RUPS.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan keuangan daerah.

8agian Ketujuh

Sumber Modal Lainnya

Pasal17

(1) Perseroda dapat menerima hibah.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hibah

Pasal 16

(4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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(1) Gubemur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham
Perseroda di dalam RUPS.

(2) Bupati mewakiliPemerintah Daerah selaku pemegang saham Perseroda di
dalam RUPS.

(3) Gubemur dan Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi
kepada pejabat Perangkat Daerah Provinsi danj atau Pejabat Perangkat
Daerah Kabupaten yaitu kewenangan mengambil keputusan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal23

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah dilarang
memilikihubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke
atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan.

Pasal22

(1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ yang terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris;dan
c. Direksi.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan,
penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi
diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal21

Bagian Kesatu
Umum

BAB VII
ORGANPERSERODA

Modal Perseroda pada saat didirikan terbagi dalam saham yang dimiliki oleh :

a. Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar 96,13% (Sembilan puluh enam
koma tiga belas persen).

b. Pemerintah Provinsi sebesar 3,87% (Tiga koma delapan puluh tujuh persen).

Pasal20

8agian Kesembilan

Saham

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan keuangan Daerah.
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BagianKetiga
Komisaris

Gubemur dan Bupati tidak bertanggungjawabatas kerugian Perserodaapabila
dapat dibuktikan :
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak

langsung;
b. tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda;

danIatau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan

kekayaanPerserodasecara melawanhukum.

Pasal25

(1) RUPSmempunyai wewenangyang tidak diberikan kepada Direksi atau
Komisaris,dalam batas yang ditentukan dalarnAnggaranDasar.

(2) Dalarn forum RUPS,pemegang saham berhak memperoleh keterangan
yang berkaitan dengan Perseroda dari Direksi danIatau Komisaris,
sepanjang berhubungan denganmata acara rapat dan tidak bertentangan
dengankepentinganPerseroda.

(3) RUPSdalarn mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan,
kecuali semua pemegangsaharn hadir dan/ atau diwakilidalam RUPSdan
menyetujuipenambahan mata acara rapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui
dengan suara bulat.

Pasal24

(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa
pelimpahankewenanganantara lainuntuk melakukan tindakan:
a. perubahan AnggaranDasar;
b. pengalihanaset tetap;
c. kerja sarna;
d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal

kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agiosaham;
e. pengangkatandan pemberhentianKomisarisdan Direksi;
f. penghasilanKomisarisdan Direksi;
g. penetapan besaran penggunaanlaba;
h. pengesahan laporan tahunan;
1. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan

pembubaran Perseroda;dan
(5) Pelaksana kewenangansebagaimanadimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)

dapat diberikan insentifyang bersumber dari hasil pengelolaanKekayaan
Daerah Yang Dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris,yang bersangkutan harus
memenuhi syarat sebagaiberikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memilikikeahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik dan dedikasiyang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

c. memahamipenyelenggaraanpemerintahan daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu

fungsimanajemen;
e. menyediakanwaktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazahpalingrendah Strata 1 (S-l);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama

ka1i;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkanbadan usaha yang dipimpindinyatakan pailit;
J. tidak sedang menjalanisanksi pidana;
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau

calonwakilkepala daerah dan/ atau calon legislatif;dan

Pasal28

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Komisaris dilakukan oleh
Bupati selaku Pendiri dan pemegang saham mayoritas Perseroda dari
Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Tabalongsampai dengan habis masa jabatannya.

(2) Untuk jabatan berikutnya diangkat oleh RUPS kemudian diresmikan
dengan KeputusanBupati.

(3) Ketentuan mengenai pengangkatan anggota komisaris berdasarkan
KeputusanBupati.

Pasal27

Paragraf2
Pengangkatan

(1) AnggotaKomisarisdapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas
Pejabat Pemerintah Provinsi danIatau Pejabat Pemerintah Daerah yang
tidak melaksanakan pelayanan publik.

Pasal26

Paragraf 1

Umum
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(1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat)
tahun.

(2) Anggota Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali mas a
jabatan.

Pasal33

(1) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sarna denganjumlah Direksi.

(2) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1
(satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

(3) Penentuanjumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas
keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal32

(2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

(1) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris harus
menandatangani kontrak kinerja.

Pasal31

(1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 harus menandatangani kontrak kinerja
sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.

(2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali
untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 tidak
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal30

(1) Proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal27
ayat (1), dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) Tahapan ujian kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dilakukan oleh tim atau Lembaga profesional.

(4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasa129

1. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif
lainnya.
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(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota
Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) AnggotaKomisarissebagaimanadimaksud pada ayat (1)wajibmelaporkan
sisa pelaksanaan tugas pengawasanyang belum dilaporkan paling lambat
1 (satu)bulan setelah masa jabatannya.

Pasal36

Jabatan anggotaKomisarisberakhir apabila :
a. meninggaldunia;
b. masajabatannya berakhir; danfatau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal35

(6) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisarisdapat pula diambil diluar
rapat Komisarissepanjang seluruh anggota Komisarissetuju tentang cara
dan materi yang diputuskan.

(7) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang
dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan
ketidaksetujuan anggotaKomisaris.

(5) Keputusan Komisarisdiambildalam rapat Komisaris.

(4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

(3) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh
Perseroda.

(1) Komisaris bertugas :

a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan

b. mengawasi serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan Perseroda.

(2) Komisariswajib :
a. melaporkan hasil pengawasankepada RUPS;dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 34
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(1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan Komisaris.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya
sebagai anggota Komisaris.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

Paragraf4

Larangan

Pasal39

(1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

(2) Pemberhentian Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal38

(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alas an pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan
secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Iatau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
pada Perseroda, Negara dan/ atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai anggota Komisaris sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran
Perseroda.

Pasal37

(3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

(4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan
dalam RUPS tahunan.
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(1) PenghasilananggotaKomisarisditetapkan olehRUPS.
(2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

palingbanyak terdiri atas :
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas;danf atau
d. insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal42

Paragraf6
Penghasilan

(1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentinganPerseroda.

(2) Setiap anggotaKomisarisbertanggungjawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai dalammenjalankan tugasnya.

Pasal41

Paragraf5
Kewajiban

(1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, danfatau
badan usaha milikswasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;danfatau

c. pejabat lain yangdapat menimbulkankonflikkepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktudari jabatannya
sebagaianggotaKomisaris.

(3) Dalam hal ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh RUPSpaling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru anggota Komisaris,
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan
berakhir.

Pasal40

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru anggota Komisaris,
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan
berakhir.
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Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

Pasal47

(1) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan
Perseroda.

(4) Apabila jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah satu
diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal46

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan Direksi dilakukan oleh Bupati selaku
Pendiri dan pemegang saham mayoritas Perseroda dari para Direksi
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sampai habis masa
jabatannya

(2) Untuk jabatan berikutnya ditetapkan oleh RUPS.

Paragraf2

Pengangkatan

Pasal45

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.

(2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal44

Paragraf 1
Umum

Bagian Keempat
Direksi

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris
dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroda.

Pasal43
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(1) Calon Direksiyang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal48 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai
anggota Direksi.

(2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib
menandatangani kontrak kinerja.

(3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sebelum pengangkatan Kembalisebagai anggota Direksi.

Pasal49

(4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2)
dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi
yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa
jabatannya.

(I) Pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim
atau Lembagaprofesional.

(3) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal48

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahaan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-l\;

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima)tahun di bidang manajerial perusahaan
berbadan hukum dan pemah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

1. tidak pemah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang dipiropindinyatakan pailit;

J. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara atau keuangan daerah;

k, tidak sedang menjalani sanksi pidana;
1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau

calon wakil kepala daerah dan/ atau calon legislatif;dan
m. tidak pemah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif

lainnya.
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(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggotaDireksi
wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
palinglambat 3 (tiga)bulan sebelum berakhirmasa jabatannya.

(2) AnggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib melaporkan
sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat
1 (satu)bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Komisariswajib menyampaikan penilaian dan
rekomendasiatas kinerjaDireksikepada pemegangsaham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan
anggotaDireksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan

Pasal52

Jabatan anggotaDireksiberakhir apabila anggotaDireksi:
a. meninggaldunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Paragraf3
Pemberhentian

Pasal51

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1)huruf b paling sedikitmemenuhikriteria:
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana

kerja dan anggaranBUMD;
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimalWajarTanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode
kepemimpinan;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus
persen) selama 2 (dua)periodekepemimpinan.

(1) AnggotaDireksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima)tahun
dan dapat diangkat kembaliuntuk 1 (satu)kali masajabatan kecuali :
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus danfatau

prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang
ketiga.

Pasal50
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(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
a. anggota Direksi pada BUMDlain, badan usaha milik negara dan badan

usaha milik swasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; dan/ atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan
sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh RUPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi,
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal55

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS dan ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Pasal54

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan
secara sah ..anggota Direksi yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak me1a.ksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Iatau ketentuan Anggaran Dasar;

c. terlibat dalam Tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
pada Perseroda, Negara dan/ atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak Iagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danl atau

. g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran
Perseroda.

Pasal53

tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public telah
disampaikan dalam RUPStahunan.
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(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi,
pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Komisaris.

(2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk
membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan
Direksi defmitivepaling lama 6 (enam)bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda dilaksanakan
oleh RUPS.

(4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari
internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan
Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota
Direksi definitivepaling lama 6 (enam)bulan.

Pasal59

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat

Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan
materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang
dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pemyataan
ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal58

(1) Penghasilan Direksi Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas :
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan Iatau
d. insentif pekerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal57

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada Perseroda sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perseroan terbatas.

Pasal 56
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Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan, Perseroda melaksanakan
programpeningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal64

Karyawan Perseroda wajib diikutsertakan pada program jaminan Kesehatan,
jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan
paraturan perundang-undangan.

Pasal63

a. gap;
b. tunjangan;
c. fasilitas;dan/ atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan karyawan Perseroda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) KaryawanPerseroda memperolehpenghasilan yang adil dan layak sesuai
dengan beban pekerjaan, tanggungjawabdan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karyawan Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda.

(3) Penghasilan karyawan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling banyak terdiri atas :

Pasal62

(1) Seluruh karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong
secara otomatis menjadipegawaidanl atau karyawanPerseroda;

(2) Karyawansebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang menduduki jabatan
di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong akan dilakukan
penyesuaian denganjabatan di Perseroda;

(3) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannyadiatur
dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang­
undangan yangmengatur mengenaiketenagakeIjaan.

Bagian Kelima

Karyawan Perseroda

Pasal61

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroda diatur
dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal60
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(I) Direktur Utama atau Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan
pengawas intern kepada Direksi atau bawahan langsung, untuk
selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.

Pasal69

(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan
tugas kepada direktur atau direktur utama dengan tembusan kepada
Komisaris.

(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung
kepada Komisarisatas laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Pasal68

Satuan pengawasintern mempunyaitugas:
a. membantu direktur atau direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan

operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian, pengelolaan
dan pelaksanaannya pada Perserodadan memberikansaran perbaikan;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan
tugas satuan pengawas intern sebagaimanadimaksud pada huruf a kepada
Direktur atau DirekturUtama;dan

c. memonitortindak lanjut atas basil pemeriksaanyang telah dilaporkan.

Pasal67

(1) Pada Perserodadibentuk satuan pengawasintern yang merupakan aparat
pengawasintern perusahaan.

(2) Jumlah satuan pengawas intern ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai
dengan kebutuhan.

(3) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur atau
DirekturUtama.

(4) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari
Komisaris.

Pasal66

BagianKeenam
Satuan PengawasIntern

(1) KaryawanPerseroda dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai
politik.

(2) Karyawan yang menjadi pengurus danl atau anggota partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan tidak hormat
sebagaikaryawanPerseroda.

Pasal65

23



Paragraf2
RencanaKerjadan AnggaranPerseroda

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana pengembangan usaha yang hendak
dicapaidalamjangka waktu 5 (lima)tahun.

(2) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikitmemuat :

a. evaluasihasil rencana pengembanganusaha sebelumnya;
b. kondisiPerserodasaat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam pengurusan rencana pengembangan

usaha;dan
d. penetapan visi,misi, sasaran, strategi, kebijakandan programkerja.

(3) Direksimenyampaikan rancangan rencana pengembanganusaha kepada
Komisarisuntuk ditandatangani Bersama.

(4) Rencana pengembangan usaha yang telah ditandatangani Bersama
Komisarisdisampaikan kepada RUPSuntuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar perjanjiankontrak kinerja.

Pasal 72

Paragraf 1
Perencanaan

BagianKesatu
Perencanaan Perseroda

BAB VIII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern dituangkan dalam
anggaran dasar dengan berpedomankepada ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga
kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroda sesuai dengan
tugas dan tanggungjawabnyamasing-masing.

Pasal 70

(2) Direksi atau bawahannya wajib memperhatikan dan segera mengambil
langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam
setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas
intern.
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(5) Standar operasional prosedur yang sudah ada dan berlaku di Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong dinyatakan tetap berlaku dan
akan dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)paling
lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perseroda.

(6) Standar operasional prosedur yang telah dilakukan penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

a. organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
c. keuangan;
d. pelayanan pelanggan;
e. resiko bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;
g. pengelolaanbarang;
h. pemasaran; dan
1. pengawasan.

(1) Operasional Perseroda dilaksanakan berdasarkan standar operasional
prosedur.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Direksidan disetujui olehKomisaris.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara
berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling
sedikit memuat aspek :

BagianKedua
Operasional Perseroda

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 74

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan
penjabaran tahunan dari rencana pengembangan usaha yang disusun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling
sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris
paling lambat pada akhir bulan November setiap tahun untuk
ditandatangani Bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani Bersama
Komisarisdisampaikan kepada RUPSuntuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 73
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Paragraf4

Kerjasama

(1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda dilaksanakan memperhatikan
prinsip efesiensidan transparansi.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Paragraf3
Pengadaan Barang dan Jasa

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)bertujuan untuk :
a. mencapai tujuan Perseroda;
b. mendorong pengelolaan Perseroda agar lebih professional, efisien dan

efektif, serta. memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
organ Perseroda;

c. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggidan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran
tanggungjawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan
maupun kelestarian lingkungan Perseroda;dan

d. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomiandaerah.
(4) Tata KelolaPerusahaan YangBaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3)ditetapkan oleh Direksi.
(5) Penerapan Tata KelolaPerusahaan YangBaik dilakukan paling lambat 2

(dua) tahun setelah BUMDdidirikan.

(1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola
Perusahaan YangBaik.

(2) Tata KelolaPerusahaan YangBaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas prinsip :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

Pasal 75

Paragraf2
Tata KelolaPerusahaan YangBaik
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(3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjarnan sebagairnana dimaksud pada
ayat (I) kepada PemerintahDaerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

(2) Dalarn hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mernpersyaratkanjaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha
Perserodadapat dijadikanjaminan.

(1) Perserodadapat melakukan pinjarnan dari lernbagakeuangan, pemerintah
pusat, Pernerintah Provinsidan sumber dana lainnya dari dalarn negeri
untuk pengembanganusaha dan investasi.

Pasal 78

Paragraf 5
Pinjarnan

(1) Perseroda dapat rnelakukan kerja sarna dengan pihak lain.

(2) Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
rnenguntungkan dan rnelindungi kepentingan Pernerintah Daerah,
rnasyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.

(3) Pelaksanaan kerja sarna Perseroda sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan
rnekanisme internal perusahaan.

(4) Dalarn hal kerja sarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa
pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda, kerja sarna dimaksud
dilakukan melalui Kerjasarna operasi.

(5) Dalarn hal kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah
dan Iatau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada
Perseroda dan dikerjasamakan dalarnjangka waktu lebih dari 10 (sepuluh)
tahun harus disetujui olehRUPSluar biasa.

(6) Kerja sarna dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
a. disetujui olehRUPSluar biasa;
b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalarn keadaan

sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda

yang berasal dari penyertaan modalDaerah; dan
d. memilikibidangusaha yangmenunjang bisnis utama.

(7) Perserodamemprioritaskan kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)denganBUMDmilik PemerintabDaerah lain dalarn rangka rnendukung
kerja sarna daerah.

(8) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
rnemberikan penugasan kepada Perseroda untuk melaksanakan
kerjasarna.

(9) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77
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(2) Laporanbulanan dan Laporan triwulan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b yang disampaikan kepada Komisaristerdiri atas:
a. laporan kegiatan operasional;dan

(1) LaporanDireksiterdiri dari:
a. laporan bulanan;
b. laporan triwulan;dan
c. laporan tahunan.

Pasal80

Paragraf2
PelaporanDireksi

(1) LaporanKomisaristerdiri dari:
a. laporan triwulan;dan
b. laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan
kepada RUPS.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir
triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b
disampaikan paling lambat 90 (Sembilanpuluh) hari kerja setelah tahun
buku Perserodaditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b disahkan
olehRUPS.

(6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disebutkan
alasannya secara tertulis.

(7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Paragraf 1
PelaporanKomisaris

BagianKetiga
Pelaporan

(4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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BagianKedua
Penggunaan LabaUntuk TanggungjawabSosial dan Lingkungan

(1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan
terbatas.

(2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan
penerimaan Daerah setelah disahkan olehRUPS.

Pasal82

BABlX
PENGGUNAANLABA

Bagian Kesatu
Penggunaan LabaUntuk Perseroda

Laporan tahunan bagi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaiperseroan terbatas.

Paragraf3
LaporanTahunan

Pasal81

(4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf e disampaikan kepada RUPS.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disahkan
oleh RUPSpaling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
diterirna.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling
lambat 15 {limabelas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e disahkan olehRUPS.

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus disebutkan
alasannya seeara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
disampaikan kepada Menteri.

(9) Tata eara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. laporan keuangan
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e terdiri atas:

a. laporan keuangan yang telah diaudit;dan
b. laporan manajemen yang ditandatangani Bersama oleh Direksi dan

Komisaris.
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(1) Perserodadapat membentukanak perusahaan.
(2) Dalammembentuk anak perusahaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

Perserodadapat bermitra dengan :
a. badan usaha mi1ik negara atau BUMDlain; dan!atau
b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi
syarat:
a. laporan keuangan 3 (tiga)tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan

publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan
pengecualian;

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan
publik dalam 1 (satu)tahun terakhir;

c. memilikikompetensi di bidangnya;dan
d. perusahaan mitra hams menyetor dalam bentuk uang secara tunai

paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang ctihitung
secara proporsionalsesuai kesepakatan dari modaldasar.

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hams memenuhipersyaratan :
a. disetujui olehRUPS;
b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai

pemegangsaham pengendali;
c. laporan keuangan Perseroda 3 [tiga) tahun terakhir dalam keadaan

sehat;
d. memilikibidangusaha yangmenunjang bisnis utama; dan
e. tidak:boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari P'I'. Air

Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)yang berasal dari penyertaan
modalDaerah.

BABX
ANAKPERUSAHAAN

Pasal84

(1) Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan
cara menyisihkan sebagian laba bersih.

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan
pembinaan:
a. usaha mikro;
b. usaha kecil;
c. koperasi;
d. pendidikan dan olah raga;
e. kesehatan;
f. sosial;
g. budaya; dan
h. lingkungan.

Pasal83
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(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroda
agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan
profesional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk :

Pasal87

Bagian Kedua
Restrukturisasi

(1) Penilaian tingkat Kesehatan merupakan tolok ukur Perseroda.

(2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap tahun oleh Perseroda dan disampaikan kepada RUPS.

(3) Penilaian tingkat Kesehatan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar evaluasi.

(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat Kesehatan kepada Menteri
melalui Gubernur.

Pasal86

(1) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh :

a. Perseroda;

b. Pemerintah Daerah; dan/ atau

c. kementerianflembaga pemerintah non kementerian.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi :

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat Kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal85

Bagian Kesatu
Evaluasi

BABX1
EVALUASI,RESTRUKTURISASIDANPEMBUBARANPERSERODA

(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan
kepemilikan saham Perseroda di anak perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.
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(1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada
pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan
dari Bupati dan DPRD,untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan
kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kapailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersebut.

BAB XII
KEPAILITAN

Pasa190

Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi,
penilaian tingkat Kesehatan dan hasil evaluasi Perseroda.

Pasal89

(1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Pembubaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

Keputusan RUPS.
(3) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada

Pemerintah Daerah.

Pasal88

BagianKetiga
Pembubaran

a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda;
b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan

Daeran; dan/ atau
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif

kepada konsumen.
(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perseroda yang terus menerus

mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan
usaha Perseroda.

(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efesiensi biaya,
manfaat dan resiko.

(5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan k.etentuanperaturan perundang-undangan.
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8agian Kedua
Pengawasan

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan
teknis Perserodamempunyai tugas melakukan :
a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan pengembanganbisnis;
e. monitoringdan evaluasi;
f. administrasi pembinaan; dan
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda disesuaikan
dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang
menangani Perseroda.

Pasal93

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda
pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal92

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan
Perseroda.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh :
a. Sekretaris Daerah;
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan

teknis Perseroda;dan/atau
c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi

pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah,

Pasal91

BAB XIII
PEMBINAANDANPENGAWASAN

BagianKesatu
Pembinaan

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi
anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)
tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
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BABXV
KETENTUANPERALlHAN

(1) AnggaranDasar Perseroda dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) AnggaranDasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya jumlah modaldasar dan modaldisetor;
f. jumlah saham;
g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak

yang melekat pada setiap saham;
h. nilai nominal setiap saham;
1. nama jabatan dan jumlah anggotaKomisarisdan anggotaDireksi;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraanRUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota

Komisaris dan anggota Direksi;
1. tugas dan wewenangKomisarisdan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagiandividen;
n. tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan

kewajibankaryawan Perseroda;dan
o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasal95

BABXIV
ANGGARANDASARPERSERODA

(1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan tata Kelola
Perusahaan YangBaik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh
satuan pengawas intern, komite audit danfatau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pengawasanoleh PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
fungsi pengawasan.

Pasal94
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Pasal99

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 paling lama
ditetapkan 6 (enam)Bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal98

Pada saat Peraturan Daerah inimulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongNomor13Tahun 1990Seri DNomorSeri 7);dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Tabalong (LembaranDaerah Kabupaten TabalongNomor 03 Tahun 2016
Nomor03)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal97

BABXVI
KETENTUANPENUTUP

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya
disesuaikan dengan organ Perseroan sampai dengan berakhirnya masa
jabatannya.

(2) Tata Kelola Perusahaan yang sudah ada dan sudah diterapkan di
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong tetap diberlakukan
dan akan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah
Perserodadidirikan

(3) Hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong dengan pihak ketiga akan
diteruskan oleh Perusahaan PT.AirMinumTabalongBersinar (Perseroda)
sampai dengan berakhirnya hubungan hukum dirnaksud dan/ atau
dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak.

(4) Semua Peraturan Bupati dan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum
yang menjadi dasar operasional pengelolaan Perusahaan Daerah Air
Minum, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan dilakukan pencabutan dan/ atau ditetapkan yang baru olehRUPS.

Pasal96
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTANSELATAN: (4-70/2021)

LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2021 NOMOR ..05

ABDULMUTHALIBSANGADJI

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 September- 2021

ANANGSYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 September 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 disebutkan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD dan
pendirian BUMDditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMDterdiri dari 2
(dua)bentuk yaitu :
1. Perusahaan UmumDaerah; dan
2. Perusahaan Perseroan Daerah.

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minurn Kabupaten
Tabalong saat itu adalah :
1. Turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan

pembangunan ekonomipada umumnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan rnemenuhi kebutuhan rakyat rnenuju

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
3. Mengusahakan penyediaan air rninum yang bersih dengan memenuhi

syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

Dalam tataran pilar pelaku ekonomi di Indonesia ditinjau dari
kepemilikan modalnya terdiri atas swasta, koperasi dan badan usaha milik
negaraj daerah.

Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya
dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Perusahaan daerah bergerak dalam
lapangan yang sesuai dengan kondisi spesifik dan karakteristik daerah.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai
hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan, diusahakan oleh
Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah AirMinumKabupaten Tabalongyang pacta awal
mula berdiri pada tahun 1983 masih bemama Badan PengelolaAir Minum
(BPAM), hingga akhimya pada tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan
Daerah Air Minurn Kabupaten Tabalong sebagairnana tertuang daIam
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinggkat IITabalongNomor07 Tahun
1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten
Daerah Tingkat II Tabalongyang ditetapkan di Tanjung pada tanggal 21 Juli
1990.

I.UMUM

PERUBAHANBENTUKBADANHUKUMPERUSAHAANDAERAHAIRMINUM
KABUPATENTABALONG

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG
NOMOR05 TAHUN2021

ATAS

PENJELASAN
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Pasal3
Cukupjelas.

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal5
Cukup jelas.

Pasa16
Cukupjelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal8
Ayat(1)

Cukupjelas.
Ayat(2)

Hurufa
Cukupjelas

Pasall
Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat(1)
Cukupjelas.
Ayat(2)

Yangdimaksud peraturan perundang-undangan dalam ayat ini
adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
PerseroanTerbatas dan peraturan terkait lainnya.

Ayat(3}
Cukupjelas

II. PASALDEMIPASAL

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong memilih
bentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan berbagai pertimbangan,
antara lain adalah adanya keterlibatan Pemerintah Provinsi untuk ikut
memberi kontribusi terhadap pelayanan air bersih untuk masyarakat
Kabupaten Tabalongdalam bentuk kepemilikansaham. Kedua, diharapkan
adanya peningkatan profesionalismepara pengelolanyaberdasarkan prinsip
pengelolaanperusahaan yang baik. Meskibentuk badan hukum mengalami
perubahan menjadi sebuah Perseroan Daerah, namun dalam
pengelolaannyananti tidak semata-mata mengejarkeuntungan, akan tetapi
tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat
luas.
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Pasal9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Je1as

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "divestasi" adalah pengurangan jenis
aset baik aset finansial atau aset barang yang dirniliki
perusahaan

Yang dimaksud dengan "dilusi" adalah penuruan persentase
kepemilikan saharn yang terjadi karena bertambahnya jumlah
saham total

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Hurufa

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah
selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Hurufc
Yang dimaksud dengan "agio saham., adalah selisih lebih
dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (3)
Hurufa

Cukup jelas.
Hurufb

Cukup jelas.
Hurufc

Yang dimaksud dengan "sumber Iainnya" adalah pmjaman
yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hurufb

Yang dimaksud dengan "konversi dari pmjaman., adalah
pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan
modal Daerah pada BUMD.
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Pasa124
Cukup jelas.

Pasal25
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal17

Cukup jelas

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas
Pasa121

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hak substitusi" adalah hak yang
diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakilipemegang
kuasa dalam melakukan tindakan

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas
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Pasal30

Ayat (1)
Mereka yang dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, nama-namanya
disampaikan kepada Bupati dan oleh Bupati diteruskan ke
RUPS untuk ditetapkan.

Ayat (2)

Ketentuan ini disampaikan untuk menghindari kekosongan
kepengurusan PT.Air Minum Tabalong Bersinar.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi
darr/atau Kabupaten), tokoh masyarakat darr/atau akademisi,
sedangkan yang dimaksud dengan "lernbaga profesional" adalah
lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten di
bidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal27

Ayat (1)

Cukupje1as

Ayat (2)

Peresmian dengan Keputusan Bupati untuk memberikan ciri
sebagai Perseroan Daerah, namun tidak mengurangi
kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "un sur independen" adalah tokoh
perseorangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta
pengalaman bidang pengelolaan perseroan dan tidak ada
hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi
maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Provinsi dan/ atau pejabat Pemerintah
Daerah diprioritaskan untuk Pejabat yang terkait dengan bidang
tugas evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
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Pasal37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas

Hurufb

Cukupjelas
Hurufc

Cukup jelas
Hurufd

Cukupje1as
Hurufe

Cukupjelas
Huruff

Cukupjelas

Pasal31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukupjelas

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukupjelas

Pasal35

Cukup Jelas

Pasal36

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu" adalah audit yang
dilakukan dengan tujuan khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

42



Pasal41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal38

Cukup jelas

Pasal39

Cukup jelas.

Pasal40

Ayat (1)

hurufa

Cukup jelas.

hurufb

Cukup jelas.

hurufc

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik
kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri
dan/ atau orang lain dalam penggunaan wewenang,
sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas
keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/ atau
dilakukannya.

Hurufg
Yang dimaksud dengan "restrukturisasi"adalah upaya yang
dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja
perseroda, sehingga dapat terus berkembang, atau minimal
dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan "likuidasi" adalahproses menjual
semua aset suatu entitas, menyelesaikan kewajibannya,
mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang
saham, dan menutupnya sebagai badan hukum.

Yang dimaksud dengan "akuisisi" adalah penggabungan
usaha dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi
(acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan
operasi perusahaan yang diakuisisi (acquiree) dengan
memberikan aktiva tertentu mengakui suatu kewajiban
atau mengeluarkan saham.

43



Pasal49
Culrupjelas

Pasal50
Cukupjelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal52
Cukup jelas.

Pasal53
Cukup jelas.

Pasal54
Cukup jelas.

Pasal55
Cukup jelas.

Pasal56
Cukup jelas.

Pasal57
Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal44

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

Pasal46

Cukupjelas

Pasal47

Cukup jelas.

Pasal48

Ayat (1)

Cukup je1as.
Ayat (2)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi
dan/utau Kabupaten), tokoh masyarakat dan /atau akadernisi,
sedangkan yang dimaksud dengan "lernbaga profesional" adalah
lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat(4)
Cukup jelas.
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Pasal61
Cukup jelas.

Pasal62
Cukup jelas.

Pasal63
Cukupjelas

Pasal64
Cukup jelas.

Pasal65
Cukup jelas.

Pasal66

Pasal58
Cukup jelas.

Pasal59
Cukup jelas.

Pasal60
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (2)

hurufa

Yang dimaksud dengan "gaji" adalah gaji pokok yang
besarannya adalah paling banyak sebesar 2 (dua) kali gaji
pokok karyawan tertinggi.

hurufb
Yangdimaksud dengan "tunjangan" terdiri dari :
1. Tunjangan istri/ suami paling tinggi 10% (Sepuluh

persen) dari gaji pokok;
2. Tunjangan anak paling banyak untuk 2 (dua)orang anak

paling tinggi 5% (Lima persen) dari gaji pokok untuk
setiap anak berumur kurang dari 21 (Dua puluh satu)
tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum
atau tidak menikah, namun dalam hal anak masih
bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari sekolahj'perguruan tinggi dapat
diperpanjang sampai umur 25 (Duapuluh lima) tahun.

3. Tunjangan lainnya yang didasarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan perusahaan.

hurufc
Cukup jelas.

hurufd
Cukup jelas.
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Hurufb:

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang Perseroda;

Pasal67

Cukupjelas

Pasa168

Cukup jelas.
Pasal69

Cukupjelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit
unit yang dibentuk oleh direktur utama atau direktur untuk
memberikan jaminan (assurance) yang independen dan
obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan
konsultasi bagi manajemen untuk meningkatkan nilai (value)
dan memperbaiki operasional Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan
fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga
pengelolaan Perseroda terlaksana secara efektif;
Hurufc:

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah
kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

Hurufd:
Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan
dimana Perseroda dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip
korporasiyang sehat;

Hurufe:

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan
kesetaraan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan
(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan /atau
peraturan perundang-undangan;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat
manual pengurus (board manuals, manual manajemen risiko,
sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern,
mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroda
yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman
perilaku etika {code of conducfJ.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aset yang dapat dijadikan jaminan hanyalah aset yang berasal
dari hasil usaha Perseroda;

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal80

Cukup jelas.

Pasal81

Cukup jelas.

Pasal82

Cukup jelas.

Pasal83

Cukup jelas.

Pasal84

Cukup jelas.

Pasal85

Cukup jelas.

Pasal86

Cukup jelas.

Pasal87

Cukup jelas.
Pasal88

Cukup jelas.

Pasal89

Cukup jelas.

Pasal90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal92

Cukup jelas.

Pasal93
Cukup jelas.

Pasal94

Cukup jelas.

Pasal95

Cukup jelas.

Pasal96

Cukup jelas.
Pasal97

Cukup jelas.
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Pasal98
Cukup jelas.

Pasal99
Cukup jelas.
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